
Indikator Kinerja :

POHON KINERJA
KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG

Sumber Data    : Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Penetapan       :

TUJUAN :
Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung dengan aparatur yang 

profesional
Indikator Kinerja : 6 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

Visi Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera” atau Magelang Anyar Gress

Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029

Sekretaris

6.3.5.3
Persentase penyelenggaraan pelayanan publik 
sesuai SOP

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

6.3.5
Persentase pelayanan, fasilitasi,  dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh 

kecamatan 

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indikator Kinerja : 6.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

CAMAT

Sasaran PD : 6.3 Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan 

6.3.5.4.1
Frekuensi koordinasi yang dilaksanakan dalam
rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
difasilitasi

6.3.5.4.2
Frekuensi pelaksanaan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan tingkat kecamatan

6.3.5.5.1

Frekuensi penyelenggaraan koordinasi 
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 
kebencanaan di tingkat Kecamatan

6.3.6.6.1 Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan 
Pengawasan Pemerintahan Desa

Kepala Subbagian Administrasi Umum Kepala Subbagian Program dan Keuangan 6.3.5.4.1.01
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang
Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

6.3.5.4.2.01
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang
Ditingkatkan Kapasitasnya

6.3.5.5.1.01
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

6.3.6.6.1.01

6.3.6.6.1.03

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 
Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala 
Desa

6.3.5.2.1
Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan 
Pelaporan Perangkat Daerah

6.3.5.4.1.02
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6.3.6.6.1.02 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 
Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.3.5.6.1
Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah Desa 

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 
Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 
Desa

6.3.5.1.1
Jumlah pelayanan yang diselesaikan sesuai 
SOP

6.3.5.3.1 Jumlah Aset Yang dikelola 6.3.5.2.1.02

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD

6.3.5.4.2.02
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat

6.3.6.6.1.04 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan 
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

6.3.5.2.1.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.3.5.4.2
Frekuensi pelaksanaan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan tingkat kecamatan

6.3.6.6.1.05 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa

6.3.5.1.1.02
Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada 
Urusan Pemerintahan

6.3.5.3.2 Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi 
Kepegawaiannya

6.3.5.2.2 Jumlah laporan keuangan yang disusun 6.3.4.6.1.08
Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan
pembangunan Daerah dengan Pembangunan
Desa 

6.3.6.6.1.06

Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan 
Pemberhentian Jumlah Jumlah Dokumen Fasilitasi 
dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa

6.3.5.1.1.01
Jumlah dokumen non perizinan usaha yang 
dilaksanakan

6.3.5.3.1.01 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD

6.3.5.2.1.03 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa

6.3.5.3.2.02 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan

6.3.5.2.3.02
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

6.3.5.3.2.01 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja Pegawai

6.3.5.2.3.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6.3.6.6.1.07

6.3.5.3.2. Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 
dilaksanakan

6.3.5.3.2..01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang Disediakan

6.3.5.3.2..02 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6.3.5.3.2..03 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD

6.3.5.3.3 Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan

6.3.5.3.4.01 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

6.3.5.3.4.02 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan

6.3.5.3.4 Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

6.3.5.3.4.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6.3.5.3.4.02 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

6.3.5.3.5 Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara

6.3.5.3.5.01
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya

6.3.5.3.5.02 Jumlah Mebel yang Dipelihara

6.3.5.3.5.03 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara

6.3.5.3.5.04 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/Direhabilitasi

Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib 
administrasi 

6.3.5.1 Persentase ketercapaian pelayanan umum dan
kepegawaian perangkat daerah

6.3.5.2 Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja 
OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah

6.3.5.4
Persentase kelompok masyarakat dan lembaga 

desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam 
pembangunan desa dan/atau kelurahan

6.3.5.5 6.3.6.6Persentase koordinasi penanganan masalah 
ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan 

Kepala Seksi  Tata Pemerintahan


